Lompat ke isi

	
		
			
				

	
	

Menu utama
	
	


				
		

	
	Menu utama

	pindah ke bilah sisi
	sembunyikan



	

	
		Navigasi
	

	
		
			Halaman Utama
	Perubahan terbaru
	Halaman baru
	Halaman sembarang


		
	




	
	

	
		Komunitas
	

	
		
			Warung kopi
	Portal komunitas
	Bantuan


		
	





	
		Wikisumber
	

	
		
			Indeks subyek
	Daftar pengarang
	Karya sembarang
	Pengarang sembarang
	Indeks sembarang
	Tentang Wikisumber
	Bak pasir
	Menyumbang


		
	





	
		do
	

	
		
		

		
	







				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: Wikisumber]
	


		

		
			

	

Pencarian
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				Cari
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			Buat akun baru

	Masuk log



		
	




	

	

	
	

Perkakas pribadi
	
	


		

	
		
			 Buat akun baru
	 Masuk log


		
	





	
		Halaman penyunting yang telah keluar log pelajari lebih lanjut
	

	
		
			Kontribusi
	Pembicaraan


		
	




	
	






		

	



	
		
			

		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					Halaman:UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960.pdf/24

							

	
	

Tambah bahasa
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			Halaman sebelumnya
	Halaman selanjutnya
	Halaman
	Pembicaraan
	Gambar
	Indeks


		
	




								

	
	Bahasa Indonesia
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			Baca
	Sunting
	Lihat riwayat


		
	




							
				
							
								

	
	Perkakas
	
	


									
						

	
	Perkakas

	pindah ke bilah sisi
	sembunyikan



	

	
		Tindakan
	

	
		
			Baca
	Sunting
	Lihat riwayat


		
	





	
		Umum
	

	
		
			Pranala balik
	Perubahan terkait
	Unggah berkas
	Halaman istimewa
	Pranala permanen
	Informasi halaman
	Kutip halaman ini
	Lihat URL pendek
	Unduh kode QR


		
	





	
		Cetak/ekspor
	

	
		
			Versi cetak
	Unduh EPUB
	Unduh MOBI
	Unduh PDF
	Format lainnya


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas

					

					


					
					
					Halaman ini telah diuji baca
	Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu (pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan fihak yang ekonomi lemah.


	(5) Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut pasal 9 jo pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak Milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan Hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dengan demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud menghindari ketentuanketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17).


	Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu “escape-clause” yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya “escapeclause” ini maka cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau sesuatu macam badan hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan jalan menunjuk badan hukum tersebut sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 2). Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan ditunjuk dalam pasal 49 sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.


	(6) Kemudian dalam hubungannya pula dengan azas kebangsaan tersebut di atas ditentukan dalam pasal 9 ayat (2) bahwa : “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”


	Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warganegara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya. Maka di dalam pasal 26 ayat 1 ditentukan bahwa : “Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”


	Ketentuan inilah yang akan merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah yang dimaksudkan itu.


	Dalam hubungan itu dapat ditunjuk pula pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal 11 ayat 1, yang bermaksud mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria, hal mana bertentangan dengan azas keadilan sosial yang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional (pasal 12 ayat 1) dan Pemerintah berkewa-jiban untuk mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta (pasal 13 ayat 2). Bukan saja usaha Swasta, tetapi juga usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli harus dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang (pasal 13 ayat 3).
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